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RINGKASAN

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat.
Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu
ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Kejahatan akan selalu terus berkembang,
mengikuti perubahan masyarakat. Modusnya terus berubah-ubah dari yang konvensional sampat
yéiqg modern. Hukum terkadang tidak dapat menjangkau, perlu ada strategi khusus untuk
menanggulangi kejahatan. Seperti contoh kejahatan yang sering terjadi di kota bandung adalah
kejahatan begal. Pelaku kejahatan ini modus operandinya adalah melakukan pencurian dengan
menganiaya korbannya atau melakukan pencurian dengan kekerasan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan
terjadinya kejahatan begal di kota Bandung, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah

kota bandung dalam menanggulangi kejahatan begal.

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif serta empiris yaitu
mengkaji bahan bahan hukum secara sistematis untuk membahas permasalahan yang diperoleh
dari studi kepustakaan, dengan mfi%aneglﬁsuiuitu Eeﬂgxggﬁap@ pgt'm (/I,nflilloliL koclmsep konsep
hukum pidana dan kriminologi serta data yang akan diperoleh didapatkan dari penelitian
lapangan dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tanggung jawab
Pemerintah kota bandung dalam menanggulangi kejahatan begal di Kota Bandung, adapun
manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang
bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum serta, bahan untuk karya Ilmiah yang akan di
terbitkan di Jurnal Nasional, serta sebagai bahan ajar untuk mahasiswa Fakultas Hukum
Khususnya yang mengambil mata kuliah Hukum Pidana, Kriminologi dan hukum Administrasi
Negara.

Kata kunci Begal, Kejahatan, Pidana, Tanggung jawab.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap
masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat
meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam
masyarakat. Kejahatan akan selalu terus berkembang, mengikuti perubahaﬁ
masyarakat, modusnya terus berubah-ubah dari yang konvensional sampai yang
modern. Hukum terkadang tidak dapat menjangkau perlu ada strategi khusus untuk
mencega{h dan menindak pelaku-pelaku kejahatan.

Banyak faktor yang menjadikan kejahatan terus berkembang, bukan hanya
sekedar faktor ekonomi saja. Banyak faktor yang melatarbelakangi, seperti
dendam, sirik, persaingan, asmara, pekerjaan dsb. Kejahatan dapat mengakibatkan
orang lain mengalami kerugian materil maupun immateril. Kejahatan bisa terjadi
dimanapun dan kapanpun, apalagi pada saat sekarang makin beragamnya jenis
kejahatan.

Contoh kejahatan yang sering terjadi di kota bandung adalah kejahatan
begal, dalam persfektif hukum perbutan tersebut dinamakan pencurian dengan
kekerasan. Pelaku kejahatan ini modus operandinya adalah melakukan pencurian
dengan menganiaya korbannya atau melakukan pencurian dengan kekerasan.
Seperti yang dialami oleh seorang mahasiswa bernama Rifqi Zaidan, korban

dibacok kepala dan lututnya saat melintas mengendarai motor di Jalan Tamansari



kota bandung. Kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 6 November tahun
2016. Pelaku menggendarai sepeda motor dan merampas motor korban.

Contoh kasus begal lainnya adalah yang dialami oleh korban Rizal Azis
Muhamamad yaitu korban pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 mengalami
aksi pembegalan di sekitar jalan dago kota bandung, pelaku kejahatan merampas
motor dengan melakukan penganiayaan, dan kasus yang ketiga adalah yang
dialami oleh korban Winadi Nurohman, ia mengalami aksi pembegalan di sekitar
Jalan Tubagus Ismail pada hari minggu tanggal 13 Desember tahun 2016.

Dengan melihat kasus-kasus tersebut diatas sudah seharusnya ada upaya
untuk menaﬁggulangi kejahatan begal di kota Bandung. Penanggulangan kejahatan
khususnya kejahatan begal harus terus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
Pemerintah daerah kota Bandung serta aparat penegak hukum yang dibantu oleh
masyarakat.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan
kejahatan begal di kota Bandung dapat dilakukan dengan pendekatan ilmu
kriminologi yang merupakan ilmu bantu untuk menegakan hukun Pidana, serta
dengan pendekatan Hukum Administrasi Negara. Kriminologi berusaha untuk
memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang
kejahatan yang terjadi di masyarakat, atau dengan perkataan lain atau dengan kata
lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya. (Sahetapy, 1982:
82). Sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah aturan mengenai
Pemerintah/Eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tuganya, fungsi dan

wewenangnya sebagai Administrator Negara.
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Logemann mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat
dari norma-norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk
memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang
khusus.”

Sedangkan Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan
masalah kriminalitas dengan positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap
perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi
pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri. (Georges Gurvitch,
1961 : 124).

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga
sebagai perilakﬁ kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan
menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yag dirasakan dalam
hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan
telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya
sendiri, misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati atau perbuatan
tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas, misalnya menganiaya
babi hutan yang telah ditangkapnyya, maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan
perilaku itu tidak menarik perhatian. (Soedjono Dirdjosisworo, 1994 : 152).

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu
mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik dibidang ekonomi, sosial,
budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat
memberikan break throught yang tepat serta hasilnya yang memuaskan.

Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi
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badan pembentukan undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang

sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam

menjatuhkan vonis kepada tertuduh. (Benediktus Bosu, 1982 : 15).

Kriminologi dengan cakupan kajiannya :

a. Orang yang melakukan kejahatan ;

b. Penyebab melakukan kejahatan ;

c. Mencegah tindak kejahatan ; dan

d. Cara-cara menyembuhkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan.
(Abintoro Prakoso, 2017 : 2).

Hukum pidana ( Criminal Law) sebagai disiplin ilmu normative disciplin
yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang
kejahatan. Dengan perkataan lain mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas
disebut oleh Peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran,
yang dapat dikenai hukuman (pidana). Hukum pidana bersendikan probabilities
atau hukum kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab akibat
terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Apabila belum ada peraturan perundang-
undangan yang memuat tentang hukuman yang dapat dijatuhkan kepada penjahat
atau pelanggar atas tindakannya, maka tindakan yang bersangkutan bukan tindakan
yang dapat dikenai hukuman ( bukan tindakan jahat atau bukan pelanggaran ).
Pandangan ini bersumber pada asas Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia
lege poenali. (Utrecht, 1983 : 388).

Dengan melihat kajian kriminologi dan hukum pidana tersebut diatas

terhadap kasus kejahatan begal di kota bandung harus ada solusi-solusi preventif
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dan refresif- Solusi tersebut dapat dilakukan oleh Aparat penegak hukum dalam hal
ini Kepolisian dengan di bantu oleh Pemerintah Daerah kota bandung sebagai
aparatur negara di daerah agar solusi yang dihasilkan komprehensip. Solusi
Preventif adalah berupa cara-cara yang cenderﬁng mencegah kejahatan. Solusi
refresif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan dengan
menegakan hukum kepada pelaku-pelaku kejahatan begal. Hal itu bertujuan agar

memberikan efek jera kepada pelaku, sehingga tidak akan diikuti oleh pelaku lain.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka persoalan-pesoalan tersebut
dapat dirumuskan ke dalaﬁl identifikasi masalah sebagai berikut :
1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal di kota
Bandung ?
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah kota bandung dalam

menanggulangi kejahatan begal di Kota Bandung ?



